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1. Latar Belakang 
Studi ekonomi ekonomi politik (polical economy) merupakan suatu pendekatan tersendiri pada disiplin ilmu ekonomi, dan sudah berkembang sejak lama. Latar belakang pemikiran munculnya pendekatan ekonomi politik dalam ilmu ekonomi,  didasarkan pada realitas yang terjadi, bahwa penyelesaian masalah ekonomi dalam kehidupan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari konteks sistem politik, struktur sosial, kultural dan ideologi. Aktifitas ekonomi sebagaimana halnya dengan aktifitas ilmu sosial lainnya seperti ilmu politik dan kebijakan publik dalam masyarakat dan negara. Latar belakang pemikiran ini, bertolak belakang dengan pendekatan ilmu ekonomi murni. Pemikiran pendekatan ilmu ekonomi murni berpandangan bahwa, masalah ekonomi dalam kehidupan masyarakat hanya dapat diselesaikan secara ekonomi, tanpa melibatkan faktor non-ekonomi. Fakta ekonomi harus bisa diukur secara kuantitatif. Ilmu ekonomi dapat bersifat netral dan objektif dalam memahami suatu peristiwa, proses, dan prilaku suatu aktor ekonomi, apabila berpijak pada pendekatan ini (Jakti, 1991; 3-8). 
Perkembangan ekonomi politik (polical economy) dalam ilmu ekonomi melahirkan metode pembahasan yakni teori politik untuk memahami permasalahan ekonomi (the political theory of economics). Para ilmuwan ekonomi berpandangan teori ekonomi murni tidak mampu secara memuaskan untuk menjelaskan peristiwa ekonomi yang terjadi atau prilaku aktor ekonomi dalam menghadapi peristiwa ekonomi tertentu. Untuk menejelaskan permasalah ekonomi yang muncul harus mengaitkan dengan variabel struktur sosial, politik (Jakti, 1991; 3-8). Para ilmuwan ekonomi berusaha menggunakan teori-politik khususnya konsep kekuasaan (power) untuk menjelaskan fenomena ekonomi, seperti analisis distribusi kekuasaan dan distribusi kekuasaan dalam mengatur proses ekonomi pasar (Caporaso, & Levine, 1992).
Studi ekonomi politik dalam ilmu politik sudah digagas para ilmuwan politik semenjak lahirnya pendekatan prilaku (behaviour approach). Perkembangannya kemudian, ekonomi politik menjadi salah satu bidang studi ilmu politik, secara khusus menjelaskan hubungan peristiwa politik dengan variabel ekonomi (Goodin & Hands-Dieter Klingemann 1996). Berdomana pada penjelasan latar belakang tersebut dia atas, maka pertanyaan artikel ini adalah apa yang melatari munculnya studi ekonomi politik dalam ilmu politik? Bagaimana metode ekonomi politik dalam ilmu politik? Apa yang menjadi perbedaannya dengan ilmu ekonomi? Bagaimana sistem dan pendekatan ekonomi politik dalam ilmu politik? Sistematika bahasan, pertama, belakang pemikiran ekonomi politik, fokus bahasan pada latar belakang munculnya pemikiran studi ekonomi politik dalam ilmu politik dan perkembangannya. Kedua, metode ekonomi politik, fokus bahasan pada metode yang digunakan ilmuwan politik dalam studi ilmu politik. Ketiga, pengertian dan sistem ekonomi politik. Keempat, pendekatan ekonomi politik, dan kelima simpulan, berupa catatan penutup dari artikel ini.

2. Latar Belakang Pemikiran Ekonomi Politik
Latar belakang munculnya pemikiran studi ekonomi politik dalam perspektif ilmu sejalan dengan perubahan pendekatan dalam ilmu politik dari pendekatan tradisonal (traditional approach) bercirikan analisis legalitas-formal menjadi pendekatan prilaku (behaviour) yang bercirikan analisis proses politik dan prilaku aktor dalam berinteraksi. Pendekatan prilaku berawal dari kehendak para ilmuwan politik untuk menjadikan ilmu politik sebagai sebua disiplin ilmu yang ilmiah (sientifict) dalam arti hasil studi ilmuwan politik di suatu wilayah dapat menjadi rujukan untuk membahas kasus di wilayah lainnya. Hasil karya ilmuwan politik pada perang unia ke-II, belum banyak memberikan knstribusi untuk kepentingan kebijakan publikdi Amerika.  Situasi tersebut menginspirasi ilmuwan politik, untuk menjadikan ilmu politik menjadi sebuah disiplin yang lebih ilmiah. Salah satu pemikiran yang muncul adalah, untuk memenuhi kehendak tersebut, ilmu politik harus terintegrasi dengan ilmu sosial lainnya, antara lain dengan ilmu ekonomi, sosilogi, dan psikologi, dan ilmu eksakta. Tujuannya untuk membantu memahmi aspek-aspek politik dari kehidupan sosial seseorang secara utuh dan prilaku politik seseorang dalam karakter yang sebenarnya. Pemikiran ini bertolak belakang dengan pemikiran pendukung pendekatan tradisionalisme, penjelasan peristiwa politik hanya bisa dijelaskan dengan variable politik lainnya (Varma,1987; 89). 
Perkembangan pemikiran ini melahirkan Pendekatan hibrid (hybrid Approach) yakni kombinasi dua displin ilmu jadi satu subdisiplin ilmu politik (Dogan, 1996). Pendekatan ini melahirkan ekonomi politik (political economy), psikologi politik (political psychology, sosiologi politik (political sociology), sejarah politik (historical politik). Ekonomi politik merupakan sub disiplin ilmu politik mengkombinasikan ilmu politik dengan ilmu ekonomi, Psikologi politik merupakan subdsiplin ilmu politik yang menggabungkan ilmu politik dengan ilmu psikologi. Sosiologi politik adalah sub disiplin ilmu politik mengkombinasikan ilmu politik dengan sosiologi. Sejarah politik merupakan sub disiplin ilmu politik yang mengkombinasikan ilmu politik dengan ilmu sejarah. Sub disiplin ekonomi politik lebih berkembang dibandingkan sub disiplin lainnya, hal ini disebabkan aktifitas kehidupan masyarakat dodominasi aktifitas politik dan aktifitas ekonomi. 
Ekonomi politik menjadi salah bidang ilmu politik, selain bidang lainnya, Ilmu politik memiliki subdisiplin yaitu filsafat politik (political philosophy), institutionalisme (institutonalism), behavioralisme (behavioralism), pluralisme (pluralism), strukturalisme (strucruralism), dan pembangunan (developmentalism) (Apter, 1977; 3-20), perbandingan politik (comparative politics), hubungan internasional (internasional realtions), teori politik (political theory), kebijakan publik (public policy), metodologi politik (political methodology) (Apter, 1977; 3-20), Robert E. Goodinat dkk (1996).
Studi ekonomi politik dilihat dari aspek latar kemunculannya terdapat persamaan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Latar belakang pemikiran studi ekonomi politik dalam ilmu ekonomi, kehendak para ilmuwan ekonomi untuk memperluas ruang lingkup studi ekonomi dalam menjelaskan peristiwa ekonomi, dengan cara menggunakan aspek teori politik. Latar belakang pemikiran pemikiran studi ekonomi politik dalam ilmu politik, kehendak ilmuwan politik untuk memperluas ruang lingkup studi politik, dengan cara membangun interelasi antara ekonomi dan politik dalam memahami prilaku politik dalam realitasnya. 



3. Metode Studi Ekonomi Politik
Metode ekonomi politik dimaksud adalah teknik yang umumnya digunakan ilmuwan politik dalam studi ekonomi politik. Pertama, penerapan teori ekonomi untuk memahami permasalahan politik (the economic theory of politics) (Jakti, 1991; 3-8).  Para ilmuwan politik menggunakan teori-teori ekonomi untuk menjelaskan fenomena politik.  Ilmuwan politik yang memanfaatkan teori ekonomi untuk menjelaskan fenomena politik antara lain adalah Organski (1965) dan Alfian (1985). Organski dalam karyanya tentang tahap-tahap pembangunan politik, memanfaatkan teori Rostow (1960) tentang tahap-tahap perkembangan ekonomi untuk menganalisis tahap-tahap perkembangan politik. Alfian memanfaatkan teori Rostow tentang konsep tinggal landas (take of) untuk menjelaskan perkembangan politik Indonesia masa Orde Baru. 
Kedua, penerapan metode ekonomi dalam membahas proses politik. (Caporaso, & Levine, 1992; 31). Metode ekonomi dimaksud bisa berupa konsep-konsep ekonomi teknik-teknik analisis data melalui pendekatan kuantitatif. Salah satu ilmuwan yang menggunakan metode ekonomi dalam membahasan politik adalah Alebert Widjaya, studinya yang membahas hubungan budaya politik dan pembangunan ekonomi. Studinya tersebut menggunakan konsep-konsep ekonomi untuk mengukur pembangunan ekonomi, dan menggunakan statistik ekonomi untuk membahas hubungan budaya politik dan pembangunan ekonomi (Widjaya (1988).
Ketiga, menghubungkan fenomena politik dan fenomena ekonomi. Metode ketiga ini melahirkan pemaknaan konsep ekonomi politik secara rinci. Ekonomi politik mengacu pada interaksi -interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik. Fokusnya diletakkan pada hubungan timbal balik antara politik dan ekonomi dalam pengertian seluasnya. Lane & Ersson (1990) mengartikan ekonomi politik studi yang mengacu pada interaksi -interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik. Fokusnya diletakkan pada hubungan timbal balik antara politik dan ekonomi dalam pengertian seluasnya. Mas’oed (1989; xvi-xvii), menjelaskan ekonomi politik memberikan penekanan pada hubungan antara ekonomi dan politik, fenomena politik dan ekonomi diikat oleh hubungan saling mempengaruhi. Sistem politik akan mempengaruhi sistem ekonomi, sistem ekonomi bisa membawa perubahan pada sistem politik. Ekonomi politik dapat dimaknai studi tentang interaksi antara negara (pemerintah) dengan pelaku ekonomi dan organisasi ekonomi dalam suatu negara dan interaksinya dengan aktor di luarnya berupa negara dan gabungan negara, pelaku ekonomi internasional, kelompok kepentingan ekonomi internasional berkaitan dengan proses perumusan dan implemetasi keputusan politik.
Metode ekonomi politik dengan melihat hubungan fenomena politik dan ekonomi ini, prakteknya sudah berlangsung semenjak munculnya pendekatan prilaku dalam ilmu politik. Beberapa karya teori-teori politik yang menjelaskan hubungan politik dan ekonomi antara lain adalah Pye, Easton, Lipset, Lane, dan Huntington. Pye (1966) dalam menjelaskan konsep pembangunan politik, memperliahatkan aspek ekonomi dalam pembangunan politik. Aspek ekonomi dimaksud yaitu: (1) pembangunan politik sebagai prasyarat pembangunan ekonomi; (2) pembangunan politik dipandang sebagai keadaan masyarakat politik yang dapat membantu jalannya pertumbuhan ekonomi; (3) pembangunan politik sebagai ciri khas kehidupan politik masyarakat industry; (4) pembangunan politik diharapkan dapat meniru apa yang dilakukan negara-negara industri maju. 
Easton, (1965; 112), teorinya tentang system politik, salah satu aspek penjelasannya adalah sistem politik dipengaruhi oleh sistem ekonomi masyarakat dalam (intra society environment) dan sistem ekonomi masyarakat luar (extra society environment) melalui input, sebaliknya sistem politik mempengaruhi sistem ekonomi masyarakat dalam dan sistem ekonomi masyarakat luar melalui output. Lipset (1960), tesisnya yang menyatakan bahwa semakin makmur suatu bangsa semakin berpeluang menciptakan demokrasi. Hasil pengujian tesisnya adalah kemakmuran di negara-negara lebih demokratis lebih banyak orang memiliki mobil, pendapatan perkapita tinggi, dan lebih sering ke dokter ketimbang masayarakat pada negara-negara kurang demokratis. Industrialisasi di negara-negara demokratis prosentase laki-laki yang bekerja di sektor pertanian lebih kecil dibandingkan pada negara-negara kurang demokratis. Konsumsi  peggunaan energi lebih banyak pada negara-negara demokratis dari pada negara-negara kurang demokratis.
Lane & Ersson (1990), studinya untuk menguji hubungan aspek kesejahtraan dan demokrasi. Hasil studinya menunjukkan bahwa, tingkat kelimpahan suatu negara menentukan jenis rezim yang akan dianut oleh negara yang bersangkutan tidak berlaku. Tidak ada hubungan kausalitas yang cukup signifikan antara tingkat kelimpahan dan kemunculan rezim demokrasi. Tidak tersedia cukup data yang menunjang keberlakuan hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat penghasilan rata-rata suatu negara merupakan salah satu faktor penentu demokrasi.
Huntington (1995; 7288), hasil studinya menyatakan tingkat perkembangan ekonomi yang lebih tinggi melahirkan publik yang berpendidikan lebih tinggi dan kelas menengah yang lebih besar, ketiga variabel tersebut mempengaruhi sikap kultur warganegara, tanggungjawab, kepuasan, kompetensi merupakan dukungan bagi demokratisasi. Jangka panjang perkembangan ekonomi menciptakan landasan bagi rezim demokratis. Dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dan krisis ekonomi dapat memperlemah rezim otoriter. Apabila pertumbuhan ekonomi berlangsung tanpa krisis ekonomi maka demokrasi berkembang perlahan. Gabungan tingkat perkembangan ekonomi yang cukup tinggi dan krisis ekonomi jangka pendek atau kegagalan ekonomi merupakan rumusan ekonomi yang paling mendukung bagi transisi sistem pemerintahan otoriter ke sistem pemerintahan demokratis.
Perbedaan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik berdasarkan metode studinya adalah, metode ekonomi dalam studi ilmu ekonomi memanfaatkan teori-teori politik terutama konsep kekuasaan dalam memahami permasalahan ekonomi. Metode studi ekonomi politik dalam ilmu politik menggunakan metode ekonomi, teori ekonomi, dan fenomena ekonomi untuk menjelaskan permasalahan politik. 

4. Pengertian dan Sistem Ekonomi Politik
Lane & Ersson (1990) mengartiakan ekonomi politik studi yang mengacu pada interaksi  aspek ekonomi dan aspek politik dalam pengertian seluasnya. Caporaso & Levine (1992; 31)  memaknai ekonomi politik sebagai studi yang membahas hubungan antara proses institusi politik dengan kegiatan ekonomi. Secara umum ekonomi politik dapat diartikan studi tentang hubungan aspek  politik dan aspek ekonomi dalam membuat dan melaksanakan keputusan politik, pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
Gastil (1987), membedakan sistem ekonomi politik menjadi, kapitalisme (capitalism), etatisme kapitalisme (etatism capitalism), kapitalisme campuran (mix-capitalism), dan sosialisme (socialism). Kapitalisme pada dasar peranan pemerintah dalam aktifitas perekonomian sangat terbatas. Peran pemerantah hanya sebatas membuat regulasi untuk sebagai pedoman dalam kegitan pasar, atas kebutuhan pasar. Etatisme kapitalisme, pemerintah aktif mengelola perekonomian, mekanisme pasar dan hak-hak individu diakui. Sistem ini bisa juga berbentuk, pemerintah berperperan sebagai pelaku ekonomi, dalam  bentuk mengelolala usaha milik negara, dan bersaing dengan pelaku ekonomi masyarakat atau swasta. Kapitalisme campuran, perekonomian didasarkan mekanisme pasar, peran pemerintah terletak pada pembenahan kegagalan pasar khususnya fungsi redistribusi. Sebagai contoh terjadi kelangkaan bahan makanan pokok masyarakat, atau satu daerah bahan makanan poko cukup, di daerah lain krisis pangan akibat bencana alam, maka pemerintah ikut intervensi untuk mengatasi disistribusi bahan makan pokok masyarakat yang mengalami krisis. Sosilisme, peranan pemerintah dalam sistem ekonomi politik ini sangat dominan dalam perekonomian, mulai dari regulasi, distribusi, dan menentukan harga pasar. Sistem ini diterapkan di negara-negara yang menganut ideologi komunisme. 

5. Pendekatan Ekonomi Politik
Teori ekonomi ekonomi terdapat 2 pendekatan  yatu pendekatan yang berpusat pada negara (state centred approach), sering juga disebut dengan aliran statisme  dan pendekatan berbasis masyarakat (Society centred approaches), atau aliran pluralis (Caporaso, & Levine, 1992). Pendekatan teori negara dalam ekonomi politik, ide dasarnya adalah para pemimpin negara memiliki tujuan sendiri yang berbeda dari tujuan pemimpin masyarakat. Akibatnya tejadi pertarungan politik. Para pemimpin negara berusaha membendung tekanan-tekanan dari kepentingan pribadi dalam masyarakat dan berusaha menterjemahkan keinginan mereka sendiri ke dalam kebijakan publik. 
Pendekatan berpusat pada negara (statist approach atau state centred approach) substansinya adalah memandang negara sebagai institusi yang kuat, mempunai kehendak sendiri dan bersifat otonom terhadap masyarakat. Negara mempunyai kepentingan dan aspirasinya sendiri yang bisa berbeda dari masyarakat. Pemerintah bukanlah sekelompok orang yang hanya berfungsi memenuhi kepentingan dan aspirasi masyarakat tanpa melakukan aspirasi dan kepentingan mereka sendiri. negara mampu menentukan kehidupan masyarakat berbagai aspek. Berbeda dengan teori liberal yang berpusat pada masyarakat memandang bahwa masyarakatlah yang menentukan pemerintah dan negara.  Kemunculannya secara umum ketidak puasan terhadap pendekatan struktual fungsional/pluralis dianggap tidak banyak memberikan perhatian pada negara sebagai institusi penting dalam masyarakat (Rauf, 1996;77).
Kemunculan pendekatan berpusat pada negara dalam studi ekonomi politik, secara empiris teori ekonomi politik pendekatan masyarakat (society centered approach) tidak dapat menjelaskan fenomena yang ada (anomali). PascaPerang Dunia II, membuat pandangan tentang perubahan sosial an politik berbasis masyarakat menjadi lebih sulit dipercaya. Depresi ekonomi yang dialami Amerika Serikat dan negara-negara Eropa mendorong pemerintah di berbagai negara untuk melakukan intervensi dan kebijakan makro ekonomi dan pengeluaran publik mengalami kenaikan pesat Inggris dan Amerika Serikat dekade 1970-an, sama-sama mengalami beban berat akibat persaingan ekonomi internasional (Caporaso & Levine, 1992).
Pendekatan ekonomi politik berpusat pada masyarakat, memandang bahwa negara bukanlah pelaku aktif, negara berfungsi sebagai instrumen bagi keinginan atau kepentingan individu atau kelas. Negara melakukan mediasi dan koordinasi tehadap klaim yang saling bertentangan dari berbagi kelompok, mendorong pihak yang berkonflik untuk mengambil kompromi, dan menjamin aturan permainan dipatuhi semua pihak. Pendekatan ini disebut juga pendekatan pluralisme.



6. Simpulan
Perbandingan studi ekonomi persepektif ilmu ekonomi dan ilmu politik dilihat dari aspek latar belakang, antara ilmu ekonomi terdapaan kemiripan. Latar belakang pemikiran studi ekonomi politik dalam ilmu ekonomi didasari pemikiran untuk memperluas ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi bisa menjadi luas lingkup studi apabila menggunakan aspek-aspek politik dalam membahas masalah-masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Latar belakang pemikiran studiekonomi dalam ilmu politik adanya keinginan untuk memperluas ruang lingkup analisis ilmu politik, dengan memasukkan variabel ekonomi dalam analisis fenomena politik.
Perbandiangan studi ekonomi politik antara ilmu ekonomi dan ilmu politik dari aspek metode terdapat perbedaan. Metode ekonomi politik dalam ilmu ekonomi adalah menggunakan teori politik khsususnya teori atau konsep kekuasaan untuk menjelaskan interaksi pelaku ekonomi. Metode ekonomi politik dalam studi ilmu politik, menggunakan teori ekonomi, metode ekonomi, dan metode hubungan variabel ekonomi dan variabel politik.
Ekonomi politik dalam ilmu politik menjadi salah satu bidang studi ilmu politik, dan subdisiplin atau pendekatan campuran yaitu gabungan ilmu politik dan ilmu ekonomi. Studi ekonomi politik sebagai ilmu politik campuran, lebih berkembang dari ilmu politik campuran lainnya seperti sosiologi politik, psikologi politik, dan sejarah politik. Faktornya adalah fenomena ekonomi dan politik masyarakat pada suatu negara atau antara negara terus berkembang.  
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